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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR aDLTAHUN 2OL4

TENTANG

PEMBERI,AN IJIN OPERASIONAL PROSES BEI,,AJAR MENGA'JAR

sEKoLAH-rurEmBncnH KEJURUAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDoNESIA I
.MARTAPURAKABUPATENBANJARTAHUN2oL4

BUPATI BANJAR,

bahwa agar kegiatan proses betajar mengqiar Sekolah

n{""""g"[ Kejuiian Persatuan Gum Republik Indonesia

nf"rt pirr" i Kabupaten Banjar dapat terselenggara

de;g; baik dan lancar, - maka dipandang pe1lu

*"ii[*iUn tiin Operasional proses belajar mengajar

Sekolatr Menengah kejuruan Persatuan Guru Republik
Indonesia 1 Martapura Kabupaten Banjar;

bahwa berdasarkan pertimbangan seb-agaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkarr Keputusarr

Bupati Banjar;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
p"""t.i"" Unding-Undang Darurat Republik Indonesia

rto*or" g Tahun 1953 tentang Pembentukan Daeratr

ii"jr."t II di Kalimantan (Lembaran Negara_ Republik

Ind[nesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

iii;;;" R"pubtik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

u;e;g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1g5g N;omor 72, Tarrtb^t"r, tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pendidikan Nisional (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2OOg Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor r+301);

Undang-Unciang Nomor 23 Tatrun--' 2014 tentang
pemeriitahan -baerah (Lembaran Nelara Republik

indonesia Tahun 2OL+ Nomoq 244, fambahart
i"*U"t* Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 nor,nor 4l, Tambahart
l,emuaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961

sebaeaimana telah diubatr dengan Perahrran Pemerintah
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahart
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Umsan Pemerintatran Antara Pemerintatr,
Pemerintatran Daerah Provinsi, dan Pemerintatran
Daeratr Kabupaten /Kota, (Lembaran Negara Republik
Indionesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun ?OLO tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 17 Talrun 2O1O

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7 tentartg
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7
Nomor 124, Tambahan kmbaran Republik Indonesia
Nomor a7691;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L
Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloaan Keuangan Daeratr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik
dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara€ul Ujian
Sekolatr/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan UJian
Nasional;

Perahrran Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional
Nomor A4|VL/PB/?OL1 dan Menteri Agama Nomor
:MA/ LLL l2OL1 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfat/Bustanul
Atfat dan SekolahlMadrasatr;

Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi unhrk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Perattrran Daerah Kabupaten Banjar Nomor O4 Tahun
2008 tentang Urusan Wqiib dan Urusan Pilihan Yang



L4. Peraturan Daerah Kabupaten Bar{ar Nomor 4 Tatrun
2OL4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran
Daeralr Kabupaten Bartjar Tahun 2OL4 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
a\

15. Perattrran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2Ot4 (Lembarart
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2OL3 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bglanja Daerah
KabJupaten Banjar Tatrun Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 56);

1. Pengajuan Proposal dari Yayasan Panbina Lembaga
penaiaitan Dasar dan Menengah (YPLP-DM) Persahrart
Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Itulimantan
selatan yang ditujukan kepada Kepala pill?* Pendidikart
Kabupaten - Banjar, Nomor: 18/SK/YPLP-DM
pcRIiKS lO2l2OL4 tanggal 7 Maret 2OL4 tentang
Permohonan Rekomendasi Ijin operasional sMK PGRI 1

Martapura KabuPaten Banjar;
2. Telaahan staf dari Bidang Dikmen yang ditqjukan kepada

Kepala Dinas Pendidkan I(abupaten Banj3r Tangg4 13

Oktober 2AL4 untuk dibuatkan Ijin Operasional Pendirian
sMK PGRI Martapura perihal surat Keputusan Bupati
Banjar.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PEMBERIAN IJIN
OPERASIONAL PROSES BELA.JAR MENGAJAR SEKOLAH

MENENGAH KF^IURUAN PERSATUAN GURU REPUBLIK

INDONESIA 1 MARTAPURA KABUPATEN BANJAR TAHUN

20L4.

Memberikan Ijin Opersional Proses Belajar mengajar Sekolah

Menengah xe.luruan Persatuan Guru Republik Iridonesia 1

Martapura Kabupaten Banjar Tahun 2AL4'

sekolah Menengah Kejuruan Persatuan GurL Republik
Indonesia 1 Martapura Kabupaten Banjar sebagaimana
maksud dikttrm KESATU diatas dalam melaksanakan proses

belqiar mengqiar berkewajiban melaksanakan segala

peratrrran dan kurilnrlum yang berlaku.

segala biaya yang timbul atas pelaksan?.an Keputusan ini
diSebanka; pla" nfnD Kabupaten Basjar, APBD Provinsi
Iklimantan dehtan dan APBN serta sumber pembiayaan lain
yang relevan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkart

Ditetapkan di MartaPura
padat tgg"l 2z MeytVae1Dl4

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT


